BUPATI BANTUL
PERATURAN  BUPATI BANTUL

NOMOR     24    TAHUN 2007
TENTANG
PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN PENDIDIKAN TUGAS BELAJAR DAN PEMBERIAN BANTUAN PENDIDIKAN IJIN BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH
BUPATI BANTUL,

	Menimbang :
	a. bahwa untuk memberikan motivasi dan wujud kepedulian terhadap Pegawai Negeri Sipil Daerah yang mengikuti program pendidikan baik tugas belajar maupun ijin belajar maka Pemerintah Kabupaten Bantul bermaksud memberikan bantuan pendidikan tugas belajar dan bantuan pendidikan ijin belajar ;

b. bahwa dalam rangka pelaksanaan program sebagaimana dimaksud huruf a dapat menjamin perencanaan jenjang pangkat dan jabatan bagi aparatur Pemerintah Daerah secara prosedural, sistematis dan terstruktur;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b perlu menetapkan Peraturan Bupati Bantul tentang Pedoman Pemberian Bantuan Pendidikan Tugas Belajar dan Pemberian Bantuan Pendidikan Ijin Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah;




	Mengingat :
	1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta;

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang;

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1990 tentang Pendidikan Tinggi;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural;
13. Peraturan Bupati Bantul Nomor 16 Tahun 2007 tentang Pedoman Pemberian Ijin Belajar, Tugas Belajar dan Tugas belajar Khusus Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Bantul


Menetapkan : PERATURAN PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN PENDIDIKAN TUGAS BELAJAR DAN PEMBERIAN BANTUAN PENDIDIKAN IJIN BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH
BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bantul;

2. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Bantul;

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;

4. Pegawai Negeri Sipil adalah Pegawai Negeri Sipil menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;

5. Pegawai Negeri Sipil Daerah adalah Pegawai Negeri Sipil yang gajinya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan bekerja pada Pemerintah Daerah atau dipekerjakan diluar instansi induknya;

6. Bantuan Pendidikan Tugas Belajar adalah bantuan pendidikan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil Daerah yang menjadi peserta tugas belajar melalui program tugas belajar yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat/propinsi/lembaga lain dengan biaya pendidikan sepenuhnya dan atau sebagian ditanggung oleh pemerintah pusat/porpinsi/lembaga lain;

7. Bantuan Ijin Belajar adalah bantuan pendidikan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil Daerah yang mengambil ijin belajar ke perguruan tinggi pada semua jenjang pendidikan dengan status fakultas untuk strata-1 terakreditasi peringkat A dan B berdasarkan Surat Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi sedangkan untuk strata-2 dan strata-3 ijin penyelenggaraan dari Menteri Pendidikan Nasional/Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi;
8. Perguruan Tinggi Daerah Setempat adalah Perguruan Tinggi di dalam lingkungan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;

9. Perguruan Tinggi Luar Daerah adalah Perguruan Tinggi diluar Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;

10. Lembaga Penyandang Dana Lain adalah lembaga swasta atau luar negeri yang disetujui Pemerintah Daerah untuk memberikan biaya pelaksanaan pendidikan.

BAB II

BANTUAN PENDIDIKAN TUGAS BELAJAR

Pasal 2

Bantuan Pendidikan Tugas Belajar hanya diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil Daerah yang menjadi peserta Tugas Belajar melalui program tugas belajar yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat/Propinsi/Lembaga lain dengan biaya pendidikan sepenuhnya dan atau sebagian ditanggung oleh Pemerintah Pusat/Propinsi/Lembaga lain.

Pasal 3

Besaran Bantuan Pendidikan Tugas Belajar sebagaimana dimaksud Pasal 2, diatur sebagai berikut :

1. Program D3, D4 dan S1

a. Perguruan Tinggi Daerah setempat sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah);

b. Perguruan Tinggi Luar Daerah sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

c. Perguruan Tinggi Luar Negeri sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah);

2. Program Pasca sarjana (S2)

a. Perguruan Tinggi Daerah setempat sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

b. Perguruan Tinggi Luar Daerah sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah);

c. Perguruan Tinggi Luar Negeri sebesar Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);

3. Program Doktor (S3)

a. Perguruan Tinggi Daerah setempat sebesar Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);

b. Perguruan Tinggi Luar Daerah sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

c. Perguruan Tinggi Luar Negeri sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

Pasal 4

Pemberian Bantuan Pendidikan Tugas Belajar diberikan sekali dalam 1 (satu) program pendidikan.
Pasal 5

Persyaratan pengajuan Bantuan Pendidikan Tugas Belajar sebagai berikut :

1. mengajukan proposal kepada Bupati lewat Sekretaris Daerah;

2. melampirkan Keputusan Tugas Belajar dari Bupati Bantul;

3. melampirkan Surat Keterangan Lulus Seleksi dari pihak penyelenggara Tugas Belajar.

BAB III

BANTUAN PENDIDIKAN IJIN BELAJAR

Pasal 6

(1) Bantuan pendidikan akan diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil Daerah yang melanjutkan ke perguruan tinggi pada semua jenjang pendidikan dengan status fakultas untuk strata-1 terakreditasi peringkat A dan B berdasarkan Surat Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi.

(2) Bantuan pendidikan akan diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil Daerah yang melanjutkan ke perguruan tinggi Program Magister (S2) dan Program Doktor (S3) yang mempunyai ijin penyelenggaraan dari Menteri Pendidikan Nasional/Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi dengan tetap memperhatikan pada ketersediaan anggaran.
Pasal 7

Besaran Bantuan Pendidikan Ijin Belajar sebagaimana dimaksud Pasal 6, diatur sebagai berikut :

1. Program studi D3, D4 dan S1 sebesar Rp. 1.000000,- (satu juta rupiah);

2. Program Pasca Sarjana (S2) sebesar 15% (lima belas persen) dari biaya SPP;

3. Program Doktor (S3) sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Pasal 8

Persyaratan pengajuan Bantuan Pendidikan Ijin Belajar sebagai berikut :

1. mengajukan proposal kepada Bupati  lewat Sekretaris Daerah;
2. melampirkan Surat Keterangan Ijin Belajar;

3. melampirkan Tanda Bukti Pendaftaraan sebagai mahasiswa;
4. melampirkan Surat Keterangan Masih Aktif sebagai mahasiswa pada perguruan tinggi bersangkutan.

BAB IV

PENUTUP

Pasal 12

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka semua ketentuan yang bertentangan dan atau tidak sesuai dengan Peraturan Bupati ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengumuman Peraturan Bupati ini dengan pemuatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul

pada tanggal  12 April 2007
BUPATI BANTUL,

M. IDHAM SAMAWI

Dimuat dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul

Nomor    24  Tahun 2007

Tanggal   12  April  2007
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL’
Drs. GENDUT SUDARTO, KD, BSc, MMA
(           Pembina Utama Muda, IV/c         )

NIP.  490017858

